BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan  pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

bahwa Peraturan Bupati Bojonegorc Nomor 40 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentast di Lingkungan Pemerintah Kabupaien
Bojonegoro  sudah  fidak sesuai lagi  dengan
perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalamm  Negeri  dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157;



- 3 .

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian  Sengketa Informasi dan
Dokumentasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

14, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORGO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Badan Publik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan
DPRD serta badan lain vang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara di Kabupaten Bojonegoro, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
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Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau
pelayanan informasi daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID
Pembantu.

PPID Utama adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai PPID pada Pemerintah Daerah.

PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai PPID pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah, atasan PPID Pembantu adalah
Pimpinan Badan Publik.

Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non
elektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yvang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disebut
DIDP adalah Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak
termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi
publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan
untuk memiasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
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Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
SIDP adalah sistem pentyediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah Laporan yang berisi gambaran umum kebijakan
teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah
wadah Komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan dan
pengawasan PPID Pemerintah Daerah.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan /atau Pengguna Informasi
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
informasi Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang badan hukum, atau
badan publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sehagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori
informasi.

Pelayanan Informasi adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat pengguna informasi.

Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang
atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan,
Pengelolaan Dokumentasi adalah proses penerimaan, penyusunan,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaasn dan penyajian dokumentasi
secara sistematis.

Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan
Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah dalam penyediaan, pengumpulan,
pendokumentasian dan pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Daerah.
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Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan, antara lain sebagai

berikut ;

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; dan

b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan
layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB I
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

Informasi dan Dokumentasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi dan dokumentasi, kecuali informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia.

Informasi dan Dokumentasi Publik dapat diperoleh oleh Pemohon
Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan
mudah.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,
dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (3} didasarkan pada pengujian atas
konsekuenst yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama
bahwa menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi
kepentingan vang lebih besar dari pada membukanya atau sebalikuya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Halk

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan seperti :

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara,

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;

¢. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. informasi dan dokumentasi yang tidak bersungguh-sungguh dan
beritikad baik dan tidak relevansi dengan tujuan permohonan;
dan/atau

=
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f. informasi dan dokumentasi vyang Dbelum dikuasai atau
didokumentasikan.

Tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik dan tidak relevan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau
berulang-ulang namun tidak memiliki tugas yvang jelas atau tidak
memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses
pelayanan atau penyelesaian sengketa; dan

c. melakukan pelecehan kepada petugas layanan informasi.

Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Atasan PPID

Utama/Ketua PPID Utama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdirt atas informasi yang :

a. disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. diumumkan serta merta; dan

c. ftersedia setiap saaf.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

Pasal 6

Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal D ayat (2) huruf a, meliputi :

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Informasi yang diumumkan serta merta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2} huruf b berupa informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum.
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Pasal 8

Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf ¢, meliputi :

a.

(1)

(3}

daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan:

hasil Keputusan Badan Publik dan petimbangannya;

seturuh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, hanya
dapat dilihat dan/atau dibaca di Perangkat Daerah;

rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran
tahiunan Pemerintah Daerah hanya dapat dilihat dan /atau dibaca di
Perangkat Daerah;

perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;

prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan;
dan/atau

laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur
dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABYV
PPID

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat
struktural /Eselon II, eselon HI dan eselon IV.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.
PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama
pada PLID.

Pembentukan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab
kepada Kepala Perangkat Daerah selaku atasan PPID.

PPID Utama berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro.
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Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 11

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibantu oleh

PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau
Pejabat Fungsional.

Pasal 12

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas
Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas, Badan, dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan

Pasal 13

PPID Utama bertugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

¢. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokumentasi wuntuk diakses oleh
masyarakat;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID
Permbantu;

j- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesuai kebutuhan,;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;

l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputuan Bupati.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID

Utama berwenang : _

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
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mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi vang
dapat diakses oleh publik; dan

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk

membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi
untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 15

PPID Pembantu bertugas :

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya;

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama .
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan
sesual dengan kebututhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID pembantu

khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk :

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan;
dan

b. mengeordinasikan informasi dan deokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publik.

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 16

Struktur Organisasi PLID terdiri :

a.
b.
c.

Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Tim Pertimbangan, dijabat oleh para Pejabat Eselon IIb di lingkungan
Pemerintah Daerah;

PPID Utama dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani informasi dan
dokumentasi serta kehumasan;
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. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang
mengelola informasi dan dokumentasi;

Bidang Pendukung, terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data
dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan

Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
SOP PPID

Pasal 17

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh PPID sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID
Pembantu; |

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Atasan
PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, Bidang Pendukung dan Pejabat
Fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID
yag hertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan; dan

{. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi
Publik.

Dalam penyusunan SOP PPID mengacu pada peraturan Menteri Dalam

Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di

lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

(1) Jenis-jenis SOP PPID utama dan PPID Pembantu , antara lain :

(2)

(3)

(4)

a. SOP Penyusunan DIDP;

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

SOP PPID utama schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan PPID Utama.

SOP PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh atasan PPID Pembantu.

Bentuk dan Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)
(3)

4

(6)

(2)
(3)

(2)
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Bagian Ketiga
DIDP

Pasal 19

DIDP paling sedikit memuat:

nomor;

ringkasan isi informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

waktu dan tempat pembuatan informasi;

f. bentuk informasi yang tersedia; dan

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.
Dalam proses pengklasifikasian informasi dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan
PPID Utama.

Proses pengklasifikasian informasi pada ayat (3) dapat digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan DIDP.

Pedoman penyusunan DIDP PPID Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5} yang dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Pembantu
dan ditetapkan oleh PPID Pembantu.

o0 op

Bagian Keempat
RPID

Pasal 20

RPID terletak dilokasi yang mudah terjangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

RPID Pemerintah Daerah berada pada :

a. PPID Comer;

b. Pusat Informasi Publik;

c. Mall Pelayanan Publik; dan

d. tempat lain yang ditentukan.

Bagian Kelima
SIDP

Pasal 21

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.
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Bagian Keenam
LLID

Pasal 22

LLID dibuat dan disediakan oleh PPID utama/PPID Pembantu paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan PPID
Utama kepada Bupati.

Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan PPID
Pembantu kepada PPID Utama.

Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (3) disampaikan
kepada Kementrian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat.

LLID sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik, antara lain :

b.

1.

2.

3.

sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi
publik yang dimiliki beserta kondisinya;

sumber daya manusia yang menangani pelavanan informasi dan
dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan

anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta
laporan penggunaannya.

rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi :

1.
2.

3.

4.

4.

jumlah pemohon informasi publik;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan _

jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta
alasannya.

. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi :
1.
2.
3.

jumlah keberatan yang diterima,;

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya,
jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang; dan

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan
pengadilan dan pelaksanaan oleh badan publik;

kendala internal dan ekternal dalam pelaksanaan layanan informasi
dan dokumentasi publik; dan

rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.

{6} LLID PPID Pembantu di laporkan kepada Atasan PPID Pembantu dan

disampaikan kepada PPID Utama.



(1)

(2)

3)
(4)

(1)

(2)

Pasal 23

LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap
saat.

LLID PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada Atasan PPID. Sedangkan LLID PPID
Pembantu disampaikan kepada Atasan PPID Pembantu,

LLID PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati oleh Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati
sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 24

Pendanaan pada PPID Utama yang diperlukan untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam hal ini melekat pada
Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pendanaan pada PPID Pembantu yvang diperlukan untuk pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi dibebankan pada Anggaran
Perangkat Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 25

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuht persyaratan:

.

mencantumkan identitas vyang jelas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan/atau Peraturan Perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan; dan

mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk

(2)

memperoleh informasi dan dokumentasi publik secara tertulis maupun
tidak tertulis.

Pemohon Informasi Publik datang ke Desk Layanan Informasi dan
mengisi formulir permintaan informasi dengan mencantumkan identitas
yang jelas serta melampirkan fotocopy identitas Pemohon dan Pengguna
Informasi.



(3)

(5)

(5)
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Dalam hal Pemohon Informasi Publik selain perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 harus dilengkapi fotocopy akta pendirian,
surat keterangan terdaftar, dan surat keterangan domisili dari Pejabat
yang berwenang serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Permnohon Informasi Publik menyampaikan secara jelas informasi publik
yang dibutuhkan dan data informasi publik yang diminta paling lama 2
(dua} tahun anggaran dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
Pemohon . Informasi Publik dengan tujuan pengkajian, analisa,
pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan
data, pendampingan, mengawal serta tugas akhir dan sejenisnya harus
melampirkan Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) atau proposal
yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan,
serta tim yang terlibat sesuai dengan tujuan permohonan informasi
dimaksud.

Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian
dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria ;

penguasaan permasalahan yang akan dimohon;

latar belakang keilmuan/keahlian;

mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon; dan/atau
terkena dampak secara langsung atau substansi yang dimchon.

a0 o e

Pasatl 27

PPID  Utama/PPID Pembantu mencatat mnama, Nomor Induk

Kependudukan, dan alamat Pemohon Informasi Publik, subyek dan

format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh

Pemohon Informasi Publik.

PPID Utama/PPID Pembantu mencatat permintaan Informasi Publik

yang diajukan secara tertulis,

PPID Utama/PPID Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan

permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2} berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan,

PPID Utama/PPID Pembantu menyampaikan pemberitahuan tertulis

yang berisi :

a. informasi yang diminta, berada dibawah penguasaannya ataupun
tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan
alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

¢. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta.

PPID Utama/PPID Pembantu menyiapkan materi jawaban permohonan

informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

PPID Utama memberitahukan Perangkat Daerah yang menguasai

informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

dibawah penguasaannya dan Perangkat Daerah yang menerima

permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.


Highlight

Highlight

Highlight

Highlight

Highlight


(7)

(8)

(9)
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Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka
informasi tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya.

PPID Utama/PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan
alasan secara tertulis.

(10) Dalam hal Permohonan Informasi ditujuken langsung kepada PPID

1)

(3)

(1)

Pembantu dan/atau Perangkat Daerah terkait, PPID Pembantu dapat
memberikan jawaban langsung kepada pemohon informasi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak

termasuk informasi yang dikecualikan.

Pasal 28

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan
pemohon/pengguna informasi publik, PPID Utama dapat melaksanakan
melalui :

a. Layanan Informasi yaitu layanan informasi publik yang
dikategorikan wajib setiap saat.

b. Layanan informasi secara langsung PPID secara aktif membuka
layanan secara tatap muka langsung antara Pemerintah dengan
Masyarakat sedangkan Layanan Informasi secara tidak langsung
yaitu melalui media elektronik dan/atau online yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

¢. Layanan melajui media baik online maupun cetek, informasi yang
diumumkan secara berkala melalui website resmi Pemerintah
Daerah/badan publik di Kabupaten Bojonegoro, dan/atau media lain
yang tersedia.

d. Layanan informasi data melalui portal satu data Bojonegoro.

e. Layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi
Publik-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-
LAPOR).

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi FPPID

Utama/PPID pembantu menetapkan waktu pelayanan Informasi Publik

pada hari kerja dan jam kerja.

Alur layanan informasi dan contoh format Administrasi Permohonan

Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian kesatu
Keberatan

Pasal 29

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan tertulis

kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut :

a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {4);



(2)

(2)

(3)

(1)

{2)

{4)

(3)

()
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b. tidak tersediannya informasi dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

® e a0

Pasal 30

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 {tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat {1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberafan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 31

Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi
menerima permohonan sengketa informasi yang digjukan pemohon
informasi karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.
Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimannya tanggapan tertulis dari Atasan
PPID.

Pasal 32

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian informasi.

Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di
Komisi Informasi Provinsi.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani hukum dan
pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu
terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan
pihak lain yang dipandang perlu. -
Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
berdasarkan arahan Atasan PPID.
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(7} Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi melaporkan proses
penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan
PPID.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Dacrah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAYI, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




Adooplert uep Adooyog ymuag wejep uedwisicl
ueejepusd uep Uejejeoliad cﬂmmctmm.

oulsy uebuuer ¢

Jojuey siing 1ejy ¢

20USIBJaY JO WiR] 7

elieoy eueouay Uep eligy] jequie |
cmamv_m:w_._w&:mumumhwm ueje oy

€LOT Unyel | Bied 9

0LOZ Unyel | Bed g

QLOZ UNUE] 18 dd ¥

Z10Z unue] ¢ epied g Loz unyel ¢z NN '
9i0Z unyey g bed g 600C UNYeEL GZ NN 'Z
ZiQg unye] | pied L 800C unyel L NN 'L
euesjejad _wmxl‘.._ummjv._ WinynH .mmmmm_u

{dauq) Anand
ISEjUSLIN}OQ UBR ISeuIoU] Jeyeq ueunsnAuagd 4OS 408 jnpnp

ysjo uexyesig
IpR)g [ebbue ]
[SIASY jebbue] |
uejEngLIad [ebbue
JOS JowoN

AENd ISYLNIWNMOU NVQ ISVINYO-INI ¥V.LAYO NYNNSNANId dNA3SOdd TYNOISYVNILO HYANVIS 'V

ISYLNINNMOA NVQ ISVINRLOINI VIOTEONId Lvavrid
HNAISO¥d TVNOISVHIHO HVUNVYLS LVINEOA

0T w1 YOONVL
NHYL 5% ©  YOWON
OHOOINOrO8 ILYdNE NYHNLYHId © | NYHidNYT




2402

unuey Z "ON EpJad '8 ‘Bueso detjes yaio

102 UesIIBnoSNIP NUSH} YI[aNd ISejuswniog

UNYEL | ON DHed 2 LEP ISBULICIU| URyEIRAUSLL WNjRGSs
‘€10z uenne1ey ynusd uep euwesyos uebuep|
unyel | ON Med '9 Isusnyasuoy Buejusy uellnbusy 8| |esEd|
0102 uep /| [esed 800Z UnyeL "#i ON NN Injejew|

unyel | ON Pled 'S uexdejaup yers: Buek euewefegss Lobajey)

0log unyet r.w dd ¥ r!u_ U uebusp uestenosyp Gued SeluSWNYOP
unye,. ¢z o._m _%m e uep _m,mEB,Em ueyisexysepbua
1ees denas ‘6002 eBn] Nyl vERS ISEIUSUIMOP UEP ISBULIOL]
ghuveleuagey  uepepswl unyel SZON NN 2 1eys uexiesepsaq eAuuesisesuspibusiu|
ISB)YISEDIP eues ‘eENIeg ‘8002 uep uenindunyip yere; Buek 1sejuswimiop|
ye@l Buei 4aiq eleoss| unyel ¥L ON NN L uep ISBLUIOE Yninias ueyisexisepbusiy| ¢
L1102 ueised
unyey z ‘dN BpIod '8 yexburiad Buisews-Busew P [SEIISIINNOD
_ o107 uep jsewlojul ueindwinBuad wieep
unyey, j oN bed ‘2 ugsibuad jewio "Adooyos uep Adoopiey
‘€102 weep eposia; Buek iIsellIojU] yjuag eyes|
unuel | oN Hied "9 ueyenquied jedisy uep npem ‘uelenguad
‘0L0T qeme{ Bunfbueuad ‘uswinyop siwel yndijpw
ﬁ unyel | ON Bled g usynyeip Bued seunou| tesemyip Suek gya
OLOZTUNYEL L9 dd ¥ disie uep ppjeur disie ‘SiwBuIp undnew spEs
yeleeq unuel ez o._m _%m e disse mnam,ﬁ Bueh ‘ue xmﬁw_a 2 wnip Buek |
weyBueied (daid) ‘6002 o csasz. ueyBuegLuSYp ‘ipues Isnpodip
WANg ISEIBWIMIOq wmwm mﬂ%m unyel SZoN NN 'z ; Buek yieq ‘yeoeq 1ybueisd Buiselw-Buisewl
UED ISEULOUI| gyj08 ?w_mwhmn ‘2002 Isyodn] ueBuap ueagjas uep seyemusq BueA

JBlie 21

glenss

Unyel ) ON N

ISBIUSWUINYOP Uep Isew.ojul uexinduwnbusiy




Yesoeq yejuLswad

Qldd lesaies .
UBISEQ UBjULSWEd|  yeseyy yalo 4|0 DIt eAuule; Iseusogul |
2USGBM Py uendejeyp| Sued eduure; isewiojul BUelES IN[EfeW undnew yeiseq ueiuiiswad
dG1Q usiuoy eAuepy dQig yeleles|  eueies Uep SUSORN 1S3 SySgepA 3% d(1a yebBunbuapy
darg uexdeiausai
uexdelsup ¥nn HUn MUeqUIS/
S jenqip ‘nieq Qidd ueseyy E:mﬁ%mﬁ yesseq jexbuelsd
ISELLOJU Leyeguie}] ysjo iweBueiepuelp mybueled Cileld Uep BUIEIN
epe eIl ‘usydeysup Buek 4aia m_ r%:tmwn aidd uebusp eiuesisg 1yeiedisely eleoes ueywnunbusw
4071 yeies uesninday 1eang n_nz_a cmmmv“_wmu Jedes usyepebuaiy uBp |WLISal Bleoas J0id ueydelsuay
‘uesenavip|
Bued 1sRjUSLLNNOP UBP ISBULIOM |
JEYep Jendip npad ees denas uep eysul
eSS ‘Bieylaq BIBdas ‘qifem 1sejuswunyop
UED ISBWLIOJU ISEYIILIED 1Bnses usyyesidip
u_ _ uep uawmjop distebusw (1ades Bied 218
1ees denes b ueBuap Adoopiey yhuadg Weep Ustnyop
Uep el ueuediiiuad yedis) uep Adosyos ¥njusg
BLSS 'BlEyIag
daig 2Je0eg Jojuey sing ey wepep yignd 1selliojul UENISEIUSLUNOPUSIA




Adooplrery uep Adooyog ynuaq wejep uedunsi

ueejepuad Uep uejejeousd uejebuliad)

PuIe| uebuuer

Jopuey shing ey ‘¢

sousISRY Jo WiR] 7

el1oy eursuay uep eligy Jequia '}

uedeybusjadiuieelied ueyeIaleN

£l0cunye] | ied ‘g

0LOZ UNueL | bed 'g

O0LOCUNUYE] 19 dd ¥

ZlL0g unye] g epieg '6 glogunyel ¢z Nn'e
9lL0z unyel g blisd 'g 600z Unye| g2 Nn ¢
PLOC UNUEL | Blied "L 800C Unye] ¥ N L

euesye|ed Isexyieny) wnsny Jeseq|

RHgnd ISBLLIOU] UBUOYOULIS UBuRARIDSd JOS d0OS inpnp

ysjo uexyesia

ipjels |ebbue |

ISIASY ﬁmmlmcm 1

uelenquiad |ebbue L

40S JOWORN |

AN ISVIRRHOINI NYNOHOWRYEd NYNVYAVYT3d 4NA3SOdd TYNOISYHIJO HVANVLS '8



muequiad;

yesseq jexbueisd gldd
neje Qidd epedey ueyiedwesip
ueuoyounad sexsaq exew 'd|q

{aujuo) wefep YNSBULS) WNeg ejuuIp
Bunsbug) BueA 1sejuauInyopiSBLLION;
¥ep eleoes By "Iseuloju; uoyowsd
,__m%scm%%um yajo ynpunip Sunsbue) esiq
LN jees neje Isewuojul uoyowsd speday
dejjes uep uexaqip Bunsbuej exeut ‘Gldd
Bunsbuej 3 alsqam Ip Jedepia) yepns neie
Adooyos BIE03S Adooyos [SBLLIOI BBl YS{0 D{iiLIp UBp
uep AdoopJey _mmctotm_ uep Adoopliey ymuaq diQ Weep Jnsews) Yeis) Bjulup
ynusq welep xwﬂmmo%_wx weep uedwisip Buek 1SeLLIoJULUSWNYOP BYIf
UNSNSISY |y ol yep uey|  ISEWMOLRH uoyowead “Mignhd |sewsojur ueuoyouad
yepe) Gueh dICi  wey eped BlEp-BIED BNieg seyleq iselsiBal us)nyesp
{aujjuo)
Bunsbue)
ye2pl
Bieoss ISBULIOLU

ISBWLIOM|  uoyowsad 1/ep (MiN)
uoyowsd i senyep uBos

u%wm:mumwm nere  Aoda0iod Z
{MIN) P seusSPl  BunsBuey ‘ausgem
UeosiAdoo010) Bl1eos Ip ussidwienp Bueh
LEdwe)p uep _mmEB%__ neje Qldd veusielad
deyBus| isup yegy  Wouow efowlip BIpesia)
Bueh IseulIciY meoﬂshh% BueA 1sewo) e
usUcyowad uep uey Ugieyepusad
JALLIO A LieY eped JHRULO4 "L

{euiuQ) Bunsbue| xepy uep (Qldd
s nepw) bunsbue) eledas
wieq uesymnalp Sugi 1seusop

usuoyouuad usyreduleiusw
jedep Buek SBWIoU] UOYOWS




elioy uaLInyop

uey (ynfny) neje 1seuLo)ul ueewiauad

L YEBPE gm0 uoyowad Aq epue) webusiepususu

Isewsoju] uoyousad| c_wmwcc._hwwm 3|0 BJUILIP lesejes yela) Buek 1sewlioyu) uoyowad
ys|o euiup Buel uel Suek uswnyep y9|o eyulup Huek uswimjop
sand 1ssunoiul| Bueluediad neje ISeLLIoL| NEYE |SBILLIOIUI UBNISgLISA
nuequiad; yelaeq iexbueiag

Qidd Nee Qidd epedsy pnsyeudp

Qldd ue|o Buzi uUSLINIOP NEJE ISELLIOM

BLILISHP ujLeqIaL Yeisep jexbueiad

ISEULIOI nele vauoduwoy ‘Isewojul

ue \ uoyowad epeday uBiLadIP

uoyoLlad B Wmun gidd epeday ‘410 wejep

yelas yesseq Exbueled ynsews) yepns Suek uswmiop

Milang:  eley ueu neje ueuQdiLioy neje 1SeULIo UBMIaqUIBW
isejuswinyog uep]  (ynndes) yojo ueydeisyp WM yeleeq exbueiag nele
ISBLICIU| JeleC] 0l yeja: bueh 410 usuodwioy epedey eIUIWSW (|dd




AdoopieH uep Adooyos ynjusq wepep uedwisic)

ueejepusd uep LEJRIEoUSd cﬁmmg._wm_.

elioy euesusy uep BlISy Jequs ')

|ulsu| uebuler b
Jojuey siinl ey €
aousIeeY Jo WIBSL T

uedeyBuayied/uelejeisd U219y

gLog unyel | bied ‘9

gl0Z uUnuet | Misd 'g

OLOZ UNYEL 18 dd b

LLQZ Unye] Z eplad '8 giogunyelLec NN e
L0z unijel G bied '8 600z UnyelL G2 NN ¢
yiog unyel | pied ‘L 800z unuel ¥ NN "1

euesyeed IS winnH leseq

Mignd iseunopu isusmyasuoy N dOS

d0OSs Inpne

ysjo uelyesig

JIpje;3 [ebbue .

isiaay [ebbue)

uBjenqilag [ebbue |

d0S JouwoN

Wiand ISYWHOINI ISNANMISNON N ¥NAISONd IVNOISYHIO BMVANVYLS O



IseJisibaisy

uoyowsad epeday uexejousd jin
1enquiswl (lidd eYew ‘eIseye.)
usyeleiulp ISBRLIOUL UBlBAR|Zd
uebueguiied Wil Ya|o/ISELlojuy
SNE)s B "PASHEWLIP
Sueh uswmopASRULIOI
uByLgIaiusiu yniun Yeieep
1y fueladg/uauoduuoy epeday

_mmE._opEM‘

{SELUIIOM
CNCOSOE.—OQ < usxyeluLasit (idd el
yelos yy ‘eyngue; yeiepe pnsyewrp Buek
‘eliey Ley USLINYOP/ISBLLIOLU| BXIP "EXNQJS]
{unndas) nee eiseyel ynsew.s) yexede
Ol [eunsyew .
yeisep jeydueiod ‘elioy #iand snun exngis) iseulolu uoyowsd BjuruIp
neje usuodiioy uep wiel uep ueyeeAum yz|9) Bued Bueh uswMiopASBLLICU; Sh)E)
USLIMMOD/ISEWUIORI] ey Bped|  UoWwmiop/sewiou SEIE (lidd epedey upyiedweluspy
0LOZ unyel

1 JOWION ISBULOMN wnwin vebunusday
1SEULOJU] ISILLOY ueImeisd uep uep ugniedey ‘NN uedesepaq
ueuefed el Q007 UNUE] i JOLION eiseyel 1ejisiag Sueh pnsyelulp
uebuequuipsd Wit wef uep Buepun-Buepufy Bugh ustLinyop/SeLLIOu;
uesninda) yeIng| ey eped s Ny eseq seje uebueguiiad usxagUIB

{>IIN) Hip sepuapl
ueos/Adoooioy ISeuLIoN| ueueAeRd
uiduiesp uep ISEULIOJU] ey uebuequied wi) uexeqaw
debug| sup ye=y uguoyculiad Lep : ueBuep Ji( weep ¥nseuwls)
Buek ueuoyouwed e HOUWIM{Op/SBWIO]US xepn Bued uswniopsewIoL|
seyieg denog] Ueuoyouusd sexieg see ueifey uexnyeRN




ueyejouad
leins nese
IseuLIosU|
ucyotad
USio BjuILIpD
BueA wgnd
ISELWIOHU|

" 1Be
Suefuediad]
ledep yept
Uep ueyisqIp
sinus
uehygjiagqiuad
Yejos
ey {ynim)
] ewges
ISELLIOJU
usuoyouiad
ueinuswad
uefueluediad
exlacp
jewisye

BISBYE
usyuoBeeyip
gasia)

LaLUMOR ISELLIOMN
eylfijuexejousd
JB.nS nElE
ISBULIoU; Uoyowsd
ys|0 BluiLp BueA

USLLNYOP/ISBULIONU]

lesees 4

BIsByR)

ueye]eAUIp UaLUn)op/ISBULIDLI
sme)s ex)f uoyowad epeday
ueyeouad JBiNS ue)UBguUBLY
nege ueewusuad png

epue; iuebusigpueusil uebuap
ISeLLIo] toyoLwad Ysio epuiup
fueA iseWiIo| UM IBgUIDIN




AdoopieH uep Adooyos ynjuaq weep uedwisia

ueelepuad uep uelBIeIUSd uejebuud]

e uefuper b

Jojuey sini ey ‘¢

@oudlaeY Jo Wid) 7

el19y] euedUSY uep B8y Jeqws ')

uedexBuaiisdiuelejelad uBHEN IO}

gLoz unuet | bied ‘g

Qrog unyel | ned g

0102 Unuyel 19 dd v

L0z unye] z eplsd 6 Loz unyel €2 NN '€
9igg unye] g biled g 6007 unyelL sz NN ¢
ZLOZ UNYEL | 3d L gooZ unyel vl Nn 'L

euesyejed 1sexyieny| wming Jeseq|

NG ISeulioju] ueleiaga) ueuebueusd dOS 408 mpnp

UB|0 UedYESICl

yeig [ebbuey |

Istheyy (ebbue |

Uejenqiua (ebbue

dOS JOWON

VITEMNd ISYIWNOZNT ISNINYISNOM IFN UNAISONd TYNOISVHILO HVYANYLS d

Io.ﬂi



muegiads

yesoe busiad
Qidd Uep ewein dexbual 1ship, nedng epedsy ueseyequied
(idd epede eloy| UEI® Bued 1sewoluy |Isey uexiodelSil UBp |SEULICL]
ugxliaqip sniey wel uep, ueueiead uejeisgsy uoyowad Lep uejeisgay uenfebuad
Buek jeins Jeyed  uey eped uen(zbusd sexpog SBHEQLIBW (Tdd ISBUIPICOY Jedey

Adooyos
uep Adoapley aidd
AMuUsy Weep Adooprey uep Adooyos Py » uesely epeday ugjeisgey uenlebued
ailip vzl buek elioyPiMUey wejep uedwisip b h ueiedWeAUSLU UBD {SBULICH

ueueiejad ueieisgsy uenlebuead

ISBULIOM| UBIRIoqY wel uep,  Isewwouj uoyowad
uenfebuad Jeyeq| uey eped elep-glep Bnuag Jnwioy 1sedisiBes usymepw
Arid sebnjad ddesjaupn
Jowou 8y (HHIN} HIp seuuapl
uebuap 1euesip dexbus) 1slip
yere: Bueh 1seunuop usuoyowad
Jynuao) wiBuaw {g) ‘exsgem
Ip RJoU9) Buek Qldd lEewe
1ewee 3 Wupp epnwsy HiN)
UBlelaqe)y D SEIIUSPI UB0s ueMeLeAlsu:
uenlebusuy _ uep ynpunip yeie) buel
BueA uoyowiad Jitnwuoy isiBusw ueBuep slsgeam
uep (MIN) Uip mieiew (Z) ‘(MIN) Nip seyjuap!
SEJIUSP| Ueds nele Adoooojo) ey Busisus uebuep
{MIN) uip sejuspi Adooojo) (2) ‘unpunip I Myqnd |SBUOM UBjBIagSy
ueos/Adonoiol jedep uep sysdam . uenlefuad ueuoyounad
uiduweeiip ip ueMpdwesp Jnuoy 1siBuew uep Bunstue
uep dexbus) 1sip nele Qidd ueueiejad Busiep (1) : IngdwW ueyynngip
yeje} BueA yignd efounp eipasiay PueA sewloju ueuoyowlad
IseLulop ueueAeed elioy BueA yqnd 1sewuo BAUIVRAR ) NED) SEIE UElRISUD)Y
ugreisaey wel uep,  Ueressge) uenfebuad uenfebusd ueyredweiusl
uenfebuad mnuwuod|  uey eped dlnunod (1) ISBULICIU] UoyoWwiad

IHHI




ISBULOI Uoyowsd
epeday usyejouad

usyijenosa
Buek isew ol
ueyednisiu BlILID
Buek 1selLIoUl BUSIE)
nuequed/ yeided
1eybuered didd

neje ewein gidd
ep ueyejousd 1BIn

esales

ISEULIOjU|
uoycwisd epedey uesejouad

JBINS UBLISGIP BXEW ‘UBNIENDSYID
BueA IsBUWIOUI NEJE BjpesIa)

WIN|SY ISBULICHE BUBIEY "UBNWIALUINID,
yeje) Buek 4| weep ¥nseis)
sepi isewo uoyowad uexuBuip
Buek iIseuLo 2P ISBLLIOJU
voyowad epeday uelRIE(SY
uenfeBuad gemelusw uexe gidd

IynuUaLLISW Mnjun
nuequlad dldd

dig (2} ‘dexbue; 1sip
yeje) Bueh iseusiojul

jeins neje ISEpUSLIOY S hee UBSEYY "o JNSeLl UBS} PRsyeLUip)
ISBUIoU} uoyowad BlIoY) ISELLIOMI uoyowsd Buek isewuost eyl Gldd Uesely|
ysjo epusap Suek weluep]  USI0 phsyewip Buek epeday sewIoI Uoyowsd Ls|0
wignd iseunojul|  uey Bped  ISBUUOJUUSUNOC BlHLWIP Buek 1seuLIojul UBYLISqLUSI
lignd
ISeuLIoUl UeueAead
Ugjeiagay
ueynlefusty
Bueh jseiliop
ueuoyouwad N \ //
ueewied uesLUnwnIp ye;e) Bued .)/\ iIseulojul uoyowad uep

Seuop ueRjuiLLIed Iynuawsw
NHUR NUEqQURG/ Yelsed

elia
epeds)y] S||N)S; wel cmw ueueAead uRjelo0S) 1eBuriad (idd Uep Bweln
yejuued jeng, ey epeq| uenfebued sexueg (4) ldd eredey usyueuswsyy

INHI




AdoopieH uep Adooyog xnusq wejep uedwisiqy

uegjepuad uep uejejeouad cmﬁmc_._mm_..

Jewsel) vebuuer p

Jouey sinL ley g

20USI0OY JO UlB] 7

elioy BueoUSy uep eliey Jequiet '}

uedeyBbusyad/ueieelad uepeNI8)ey

glLoz unyel | blsd ‘9

gloz unye] | pad g

0L0Z unyel Lo dd v

LLQg unie] Z eplad 6 cLogunyeL €2 NN '
9L0Z unyel g blded '8 800T UNUBL GZ NN ¢
yLOC UnUel | bsd 'L gooz unyel ¥ NN "1

euesyejed iseyINjeny wnjny Jese(]

iSewsIo] ejexbuss iselised dOS 408 Inpnp

yajo ueyyesiq

Jpfejd [ebbue k.

IsiAeY febbue |

uBjenqWed rebbue |

JOS JouioN
ISYINNOAN] VLIIYONSS ISYLITISYd ¥NGISOud TVNOISYEIH0 WVANVLS '3

Im.ﬂl



uBEUESHE|ID

uebuepisiad

ueey ueynpadip
Bueh Bunynpuad
USLIM{OP uep s||nysey
BSi[RUY USWINYOQG ¢

uebuepisiad zlebues
epuebel uesexbuly ¢
ey edersgaq uefuepisiod
eped uzBuepisiad uebuepunyue||biued
Bunuebio ] uErB)eD uswimiod  elioy uey | uswndoq 'L uebuepisied ipeybusy
BSaQ Ysiuiawod
Cldd uep uebuidwepusd ueejuiuiiad
BuilIaUSL Jedep nejeuep nuequisd/ Yersed
uebuepisiad ejoybuss 1evbuEIed Qidd epedsy uebuldiwepuad
yese) usynyadip uesexbury “Z paquawl Jedep elexbusg iseyised bueplg
Bueh Buminpusd uefuepisiad mjelsll Gidd (ueyebnBuoyowad pejel)
USLLITYOP LEp SHNLS) uebuepunuelfbued uoyowad ysajo ussnlep Sueh eyexbuas]
es|eue yawimjod| efioy Uey 7 uswnyoq "L ueiesejpAuad ueuoyowssd esieuebusiyl €
gloybues|
ussexqbuly 7
uebuepisied
ueBuepunjueifbued ISBULIOM| ISILIOY Lep uebuepisiad
uawmjo 'L uey || JBINS BULS) BpuBL ueBuepunuenbbued ewususuw dlddl €
1015100357
ISELLIOJLL
ueuoyouiied
elos eliey
ey {ynndes) NN
0} feLlsyew
‘eliay wei ISEULOJU} ISIWL0Y epeda
uep il eped Hey | sewoyur gl@ybues uexnfefiusiu uoyowad| |

Q.T.MI



Nd neje NN.id o
Buipuegsreleleqey|
ueydelAus
Yejousw exif ‘g
SBULLOJU| ISILIOY uesnind ——p
JojUEY 1D uaLmiop IENSSS [SELWICU] T |
nyng weep uesnind FI=R NI [HETY 2 ISEULIOIL ISILLOY]
uzulleg uswmyod eliey ey | ‘BrUSUSL BYIP 'L ip uesnind ueeoequad Buepls vipeybusiyl 6
| ]
_ ;. ueindunsay
) sydnp “yides ueydeifuaw ‘Buepls upeybusyy| 8
HENHID]
yeud uebusisiey ¥
HJe M u
yeyld 1syes uebuelaley ¢
gied USWNYOQ ‘¢ LOLOWLID) P ueipingued
fiye I1sxes/l|ue Lep Ipng ¢ | ] Buepis mpeybuaw uexnluenp exeL
usunxRog "7 uoyowad ueleyedassy ueyiseyBusiy Yepi Isepaul
NG uswinyoq °| uep g L e|iq Yyeioeq Jexbueiad Qidd IBuldiepusiy 2
deiey
LMY UBIENSYIeq #
yepns BueA 1sejpaw B 1es312s iseips ueyeyedessy |enses|
ueeyedesay Isepaw ueeyedassy A . HGNd ISBULICJUE ISNNOSHS UBRLESHE]Rd
uswnyoq| el uey | uawnyed _I‘ﬂl|ll_ weep yesseq eybuesed qidd 1Buduepusiyy 9
uebue) epue); _|~||11|I_
uexynghauisw ISEepsL »
ojRIpalt uep ueeyedosay Iselpaw N
yeud enweg peip uewmjod| efieypeu | ueeedessy yeig L iseipeiy| §

IA...u:.H...



100 ¥ 808861 20006561 JIN
%ﬁ% @ﬁmg FUIHIA]

[ $ik E ﬁﬁwmmﬁm
%ﬁ%ﬁmﬁ YHNY o rAuER ﬁmmmmw renses mmmxw? _ o=

,mwwuw

QUCHBNOMDE LLvang

UElEaaY Dupupy s
ymie c@uu%ﬁm& ”

weBush ususawed  UREBS |
ﬁm: SRR LOR HH0 DS K NRISRED
w WS T {usnmeud ng usoea) eiebay syesn
upsnng 218 1 uBupESueg oy (Hupusnioem eney
LSS BB meone ueriefiini ¥BIoUusw B
mE e mwwm BRD B8 fwmctm % THRICUBUS NEIS BIULEUBU Qg oSy
URIEHBDUSE BUILET ey w1 HENLRHBAURLY &&w app vesmnd unugeg welos eliey
BOUBT LRHLNYDNT ymgm% % ﬁ% ﬁumﬁ w_ LEEL g ,mm&,ﬂ WJ %wsk mkwmgm LB

R R S ) . S N ..L.. ! u . .w.u.m.wwgkmw_... \ . o ) . Lo

vefipmsegay | - WERO ﬁ&&% i _@m_ﬁmmﬁmﬁmwg 3%%%% mw.& 4 m%% WMNMMWMMMM SR m@mmm& ?m_&%.._

oo RN T TR R wivin cadl
awEE mnE _ S mrrﬁﬁ_wm

3
i



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 KOV

KLASIFIKASI INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan :
A. Informasi yang bersifat Publik.
Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok,
fungsi dan kegiatan setiap perangkat daerah, meliputi :
1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala, meliputi:
a. Informasi tentang Profil Pemerintah Daerah/Badan Publik meliputi :

1)

2)

Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, Visi dan Misi, tugas dan fungsi,
beserta unit-unit kerja dibawahnya, dan profil singkat pejabat.
Struktur organisasi, gambaran umum.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup Badan terdiri dari atas :

1)
2)
3)
4)
5)

5)

Nama program dan kegiatan;

Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan;

Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

Anggaran program dan Kkegiatan yang meliputi sumber dan
jumlah;

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
d. Ringkasan laporan keuangan;
e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri atas;

1)
2)

3)

4)

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik.

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi Publik yang
ditolak;

Alasan penolakan informasi publik.

f. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah/Badan Publik, terdiri atas :

1)

2)
3}

Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyeclesaian
sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung
jawab yang dapat dihubungi;

Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.



g.

Pengumuman informasi berkala yang harus dilakukan sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun sekali adalah ;

1) Informasi tentang kedudukan atau domisii beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah/Badan Publik beserta unit-unit kerja
dibawahnya.

2) Struktur Organisasi dan gambaran umum

. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum, meliputi :

a.

b.

d.

e.

Informasi mengenai bencana alam, seperti : daerah potensi tsunami,
gunung meletus, tanah longsor, banjir dan sebagainya.

Informasi mengenai limbah berbahaj:ya, seperti : laporan hasil
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau
daerah pemukiman.

Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan
reaktor nuklir atau pembangkit tenaga listrik.

Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan
untuk kepentingan umum.

Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.

. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :

a.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada dibawah
penguasaan Pemerintah Daerah, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan
Publik serta latar belakang pertimbangannya;

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf A point 1;
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
kevangan,

Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Pemerintah
Daerah dalam pertemuan terbuka untuk umum;

Prosedur kerja pegawai Pemerintab Daerah yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau

Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
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B. Informasi yang dikecualikan.
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

1.

2.

Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Pasal 18.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokkan
informasi yang dikecualikan,

a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan
mengedepankan obyektifitas.

b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan
kesewenangan.

¢. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.

. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang

mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi tersebut dibuka. Mekanisme uji konsekuensi publik dilakukan
dengan Keputusan PPID/PPID Pembantu dengan Perangkat Daerah
terkait.

Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara
obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada point 3 dilengkapi
dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi
harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Uji kepentingan publik
dilakukan melalui salah satu Media Informasi.

. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis

tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan oleh PPID/PPID Pembantu.

Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2a dan 2b tersebut diatas,
diajukan oleh Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengelola
kegiatan, anggaran dan administrasi kepada Badan Publik yang
bersangkutan.

. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 2c dilakukan

melalui rapat PPID /PPID Pembantu.

4~ BUPATI BOJONEGORO,{

ANNA MUPAWANAH




B. Informasi yang dikecualikan.
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

1.

Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Pasal 18.

. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokkan

informasi yang dikecualikan;

a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan
mengedepankan obyektifitas.

b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan
kesewenangan,

c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.

. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang

mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi tersebut dibuka. Mekanisme uji konsekuensi publik dilakukan
dengan Keputusan PPID/PPID Pembantu dengan Perangkat Daerah
terkait.

. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara

obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada point 3 dilengkapi
dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi
harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Uji kepentingan publik
dilakukan melalui salah satu Media Informasi.

Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis
tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan oleh PPID/PPID Pembantu. '
Usulan Kklasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2a dan 2b tersebut diatas,
diajukan oleh Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengelola
kegiatan, anggaran dan administrasi kepada Badan Publik yang
bersangkutan. | |
Penetapan scbagaimana tersebut pada huruf B angka 2c dilakukan
melalui rapat PPID/PPID Pembantu.

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU AWANAH



B. Informasi yang dikecualikan.
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

1.

Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Pasal 18.

. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokkan

informasti yang dikecualikan,;

a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan
mengedepankan obyektifitas.

b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan
kesewenangan.

c. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.

. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang

mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi tersebut dibuka. Mekanisme uji konsekuensi publik dilakukan
dengan Keputusan PPID/PPID Pembantu dengan Perangkat Daerah
terkait.

. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara

obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada point 3 dilengkapi
dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi
harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Uji kepentingan publik
dilakukan melalui salah satu Media Informasi.

Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis
tentang implkasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan oleh PPID/PPID Pembantu.

Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2a dan 2b tersebut diatas,
diajukan oleh Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengelola
kegiatan, anggaran dan administrasi kepada Badan Publik yang
bersangkutan.

Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 2c dilakukan
melalui rapat PPID/PPID Pembantu.

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU' AWANAH



B. Informasi yvang dikecualikan.
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

i.

Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Pasal 18.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokkan
informasi yang dikecualikan;

a. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan
mengedepankan obyektifitas.

b. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyekiif dan
kesewenangan.

¢. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.

Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang

mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila

informasi tersebut dibuka. Mekanisme uji konsekuensi publik dilakukan
dengan Keputusan PPID/PPID Pembantu dengan Perangkat Daerah
terkait.

Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara

obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada point 3 dilengkapi

dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi
harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Uji kepentingan publik
dilakukan melalui salah satu Media Informasi.

Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis

tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan

pertahanan keamanan oleh PPID/PPID Pembantu.

Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas

sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2a dan 2b tersebut diatas,

diajukan oleh Badan Publik yang memiliki kemandirian dalam mengelola
kegiatan, anggaran dan administrasi kepada Badan Publik yang
bersangkutan.

Penctapan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 2c dilakukan

melalui rapat PPID/PPID Pembantu.

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
AERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pernbina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001
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ALUR LAYANAN INFORMASI DAN CONTOH FORMAT ADMINISTRASI
PERMOHONAN INFORMASI

1. ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DEMOHON BRI PPID PPID DESA KOMISI
EMOH PEMBANTU INFORMASI
/————\ /______ 11 12
Mengarj]ukan <« Mencatat : . PPID " pep ||
prf-rmo on?n < "ol Pembanty [#1 P Desa
informasi Data pemohon
Data infortnasi >
\ / yang diminta | 4
1 2 ¢
Memberikan Pengecekan /4 J
tanda buktt status info
pengajuan yang diminta
permohonan
] i Y
Dikecualikan
v
Informasi {  Menyusun
yang “4{  jawaban Menyiapkan
dibutuhkan materi <«
jawaban
6 : 5
7
Penyelesaian <
Tidak sengketa
voog
Tidak Komisi
informasi
Ya
)
Ya
9




Keterangan Alur Layanan Informasi Publik :
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10.

1.

12.

Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID.

Sekretariat menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data
tentang informasi yang diminta.

Sekretariat memeberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan data informasi yang diminta, Bidang Pengelola Data dan Klasiifkasi
Informasi melakukan pengecekan apakah informast yang diminta oleh pemohon
termasuk dalam kategori dikecualikan. Apabila termasuk data yang dikecualikan,
maka Bidang Pengolahan Data dan Kilasifikasi Informasi mengembalikan ke
Sekretariat untuk disampaikan kembali kepada pemohon. Sedangkan apabila
informasi tidak termasuk yang dikecualikan maka permohonan diteruskan ke Bidang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyiapkan materi jawaban.
Berdasarkan bahan/data dari Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi,
Sekretariat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima.

Sekretariat menyampaikan informasi kepada pemaohon.

Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan yang
diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung
PPID sehingga terjadi sengketa informasi. Dalam hal ferjadi sengketa, Bidang
Fasilitasi Penyelesaian informasi melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam hal informasi yang disampaikan oleh Sekretariat sudah sesuai dengan
harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan
pemohon, maka pelayanan informasi selesai.

Apabila hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bidang Fasilitasi
Penyelesaian Sengketa Informasi dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka
dimintakan mediasi ke Komisi Informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam strukiur PPID
akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID Pembantu/SKPD sesuai
dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam struktur PPID
akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID Desa dengan difasilitasi
PPID Pembantu/PPID Kecamatan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-
masing.
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2. FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Logo Nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimill,email {jika ada)
Badan
Publiik FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)™ ...
Nama T veaatiatensisasasaseieeiiesteseessaeesiesaseesnecootismietsvsetiarIRsTRITIsYitanLInYErean
Momatbekeraan T
Nomor Te]p/Emaﬂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rincian informasi yang dibutuhkan SRRSO M TPPRITIS PRI DRI
Cara memperoleh informasi ** . 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi
Cara mendapatkan salinan informasi** : 1. Mengambil [angsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimill
5. a-mail
............ (tempat), ...ceereeceeeeenenn. {tanggal/bulan/tahun)
Petugas Pelayanan informasi Pemohon informasi
{Penerima Permohonan)
oo s ) (creeriermrreresineenssavsmrsssssnenrans }
Nama dan tanda tangan Nama dan tanda tangan
Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v}

k% Cgret yang tidak perlu
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Di Balik Formulir Permohonan informasi Dicetak informasi berikut :

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infermasi Publik

.

VI,

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
pubiik kecuali {a} informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat: Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; pMengungkagp kekayaan
alam Indonesia; merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan
hubungan fuar negeri; mengungkap ist akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang; mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau
surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; informasi yang
tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang. {b) badan publik juga dapat tidak
memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasi.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan
informasi tidak diberikan, tanyak kepada petugas informasi alasannya, mungkin
permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau
tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 {sepuluh)} hari kerja sejak
diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan publik dapat
memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1x7 hari kerja, dalam hal :
informasi yang diminta betum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan
apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat
keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan
Badan Publik)

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik {misai :
menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/diternukannya
alasan keberatan lainnya. Alasan PPID wajib memberikan tanggapan tertuiis atas
keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 {tiga puluh) hari
kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohaon
informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komsii Informasi dalam ja ngka waktu 14
{empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID dan pemohon
informasi publik.




3.BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Bentuk Biaya dan
Status informasi : .| Jenis permohonan | K Hari dan tangal cara
informasi i
E pembayaran
Dibawah P
. Tujuan penguasaan U
Nomor . informasi
No | Tgl| Nama |Alamat pekerjaan nasi 1 penggunaan . T | Alesan .
kontak yang diminta | " . Beium di . . penolakan| Pemberita :
informasi dokumentasi Soft {Hard| Melihaty |Meminta| U huan Pemberian biaya| cara
. kopi | kopi |mengetahui| salinan | S : informasi
ya | fidak kan P P g A tertulis mas
N
Keterangan :
Nemor < diisi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi Publik.
Tanggal ; diisi tentang tanggal permohonan diterima,
Alamat : diist teptang nama pemohon.
Nomor Kontak «diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta,
Pekerfaan - diisi fentang pekeriaan pemohon informast publik.

Informasi Yang Diminta
Tujuan Penggunaan nformasi
Status Informasi

Bentuk Informasi Yang Kuasai
Jenis Permohonan

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tangeal

Blaya & cara pembayaran

Format ini adaleh format register permohonan informasi publik secara manua

: diisi tentang detail informast yang diminta.
< gTisT tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
- diis dengan memberikan tanda {v). Blia tidak dibawah penguasaan, tuliskan Badan Publlk yang menguasai bila diketahu, sesuat dengan istan diformulir pemberitahuan tertulis.

: diisi dengan membarikan tanda [V).
si dengan memberikan tanda (V).
s7 sesual dengan isi keputusan dalam pernberftahuan tertulis.

1 dilsi tentang alasan penoiakan oleh atasan PPID.

- difsi tettang

a.  Haridan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimatesud dalam Pasal 22 Undang-
pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informast apabila permohonan ditolak. Dengan kata lzin, dalam hal p

ini sarna dengan perintakan.
b. Hari dan tanggal pemberian kepada Pemnohon informasi Publik,

i tentang biaya yang dibutuhkan secara perinciannya dan cara pembayaran yang lakukan.
, Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain misainya secra komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

undang No. $4/2008 tentang Keterbukaan |nformast Pubiik dan Peraturan ini. Waktu
ermohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis
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4. TANDA BUKT! PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASE

Logo Nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimill.email {iika ada}

Badan

Publik

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMCHONAN INFORMASH PUBLIK
NO. REGISTES | oocirmvremrirarrnr s sssinsar s s s s s

Nama
Alamat
No. Telp./Hp.

Subyek informasi

Cara Memperoleh Informasi melalul et

Telah menerima permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

BOJONEEOTOD, .crvrvrirsnrinarinranne

Petugas Pelayanan Informasi
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5. FORMAT PEMBERITARUAN TERTULIS

LOGO BADAN NAMA BADAN PUBLIK
PUBLIK

Alamat
No Telp/ Fax, Website, Email

PEMBERITAHUAN TERTULES

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal....bulan ....... tahum ... dengan nomor register*

.., Kami menyampaikan kepada Saudara;

MNama S T PR TR
Alamat TP PR TEE
Nomor Telepon/Email S R T L ERRERETE PR
Pemberitahuan sebagai berikut
Ne HAL-HAL TERKATT INFORMASI PUBLIK KETERANGAN
] Kami
1 Penguasaan Informasi Publik** . .
1  Badan Publik Lain, yaitu ......
g Softcopy/salinan elekironik
2 Bentuk fisik yang tersedia®* by
] Hardcopy/salinan tertulis
[C3  Penyalinan Rp cccooevrncneer (..v... Iembar)
[CJ Pengiriman Rp .vvevceniers
3 Biaya yang dibutuhkan***
3 Lain-tain ~ Rp .cimninnnes
3 Jumlahk  RP aeoeeen
4 Waktu pemenithan Hari

Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon *##¥ (tambahkan kertas bila perlu)

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)
( )
Nama dan Tanda Tangan
Keierangan:
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

ok pilih salah satu dengan memberi tanda (.

HAE biaya penyalinan (fotokopi atau disket} dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)
Sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

*4#%  jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan
penghitamannya.




6. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI RANGKAP DUA)

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada}]
Logo Badan
Publik SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
No. Pendaftaran'™ ....ccrviinne. waneveass
NAIME e
Alamat © e eereeettessseeetieestesestesatiesmEeITTResSiesariescdiisiTARSEASCIiasninioritiaE i ieaene
No. Teip/Email o trerareseesessesiseeeistesseseaseeitsserisecissiivEeEEeSIebiafRRIAERATLO RSN s s an e narens
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan e ie tteriesestametessereiisiiessisssiversessETessisisissAEreesRIEEIITEITSSIESEELEeeiites

......................................................................................................

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :

INFORMAS! YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi

didasarakan : Pasal 17 huruf ........ UU KIP. **

Pada alasan Pasal .... Undang-Undang .... ***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal diatas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai
berikut :

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Dengan Demikian Menyampaikan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan
kepada atasan PPID sefambat-lambatnya 30 {tiga puluh} hari kerja menerima Surat Keputusan ini.

[ coeereeemrnenefTEMPAL) i {tanggal,bulan,tahun} ****]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID}

Narma dan Tanda Tangan

Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permchon Informasi Publik.
*E diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian Pasal 17 huruf a-i UU KIP.

EEE sesuai dengan pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-
undang lain yang mengecualikan informast yang dimohon tersebut {sebutkan pasal dan undang-undangnya).

*x%%  diisi oleh petugas dengen memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana
diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.




[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email,dst

Logo badan publik
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASE

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan s

Nomor Pendaftaran Permobonan INfOrmasi .o

Tujuan Pengguna Informasi e e

identitas Pemohon
NAME e
AlAMAt e s
PEKEFEBN e e
NOmOr TEIEPOR e s

identias Kuasa Pemohon™*
NAMA s
Mamat e
Nomor TElEpan e

B. Alasan Pengaiuan Keberatan **

] a. Permohonan informasi di tolak.

Informasi berkala tidak disediakan.

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Permintaan informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

® e E DT

€. KASUS POSISI {tambahkan kertas jika perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :[tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh
petugas]¥¥**

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

......................... (tempat), ....ovccemeee.ftanggal], [oulan], ftahun] ek

Mengetahui, **¥*#%* Pengajuan Keberatan

Petugas Informasi
{Penerima Keberatan)

Narma dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan : _

* Nomor registrasi pengajuan keberatan diiisi herdasarkan buku register pengajuan keberatan

wox identitas kuasa pemohon diisi jika ada pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

#*%  sesual dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
diajukan

#xx%  tangoal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberata dinyatakan

lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
sxxk%dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatanjuga ditandatangani oleh
petugas yang menerima pengajuan keberatan.
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. TANDA BUKT! PENERIMAAN KEBERATAN

LOGO BADAN I

UL | NAMA BADAN PUBLIK

i Alamat

No Telp/ Fax, Website, Email

TANDA BUKT! PENERIMAAN KEBERATAN

ATAS PERMOHONAN INFORMAS! PURLIY

Mo, Pendaftaran :

MNama

Alamat

Mo, Telp./Hp,

Subyek Keberatan

Telah menerima pernyataan keberatan atas permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS®

BOIONEEOTT, v eieve s s s

Petugas Pelayanan informasi

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN BOJONEGORO

ra. MURUL AZIZAH,
Pembina Utama Muda
NIP, 19690405 198809 2 001



